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Abstrak
 

Penelitian ini membahas mengenai perlindungan hukum kepada para ahli waris dan pihak ketiga akibat

peralihan hak atas tanah berdasarkan akta hibah yang didalamnya mengandung unsur pemalsuan yaitu

pemalsuan tanda tangan pemberi hibah. Peralihan hak atas tanah merupakan permasalahan yang kerap

terjadi sehingga penelitian ini bertujuan menganalisis peralihan hak atas tanah berdasarkan akta hibah

dengan objek hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama dan telah dialihkan kepada pihak ketiga

sebagai pembeli. Dengan demikian bagaimana keabsahan akta hibah sebagai bentuk peralihan hak atas tanah

yang dibuat dengan memalsukan tanda tangan pemberi hibah dan bagaimana perlindungan hukum kepada

para ahli waris dan pihak ketiga akibat perbuatan hukum yang didasari akta hibah palsu. Penelitian ini

merupakan penelitian yuridis normatif dengan menggunakan jenis data sekunder. Hasil penelitian meliputi

peralihan terhadap hak atas tanah yang dimiliki secara bersama-sama harus memperoleh persetujuan dari

semua pemegang sekaligus pemilik hak bersama dan terikat. Perjanjian hibah harus memenuhi syarat-syarat

sah suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Apabila suatu akta terbukti palsu, maka akibat hukumnya terhadap peristiwa-peristiwa hukum selanjutnya

yang didasarkan pada akta tersebut menjadi cacat hukum dan tidak sah serta kembali ke dalam keadaan

semula sebelum terbitnya akta tersebut. Adapun terhadap sertipikat yang terbit berdasarkan akta peralihan

hak tersebut, para ahli waris sebagai pemilik asal diberikan perlindungan hukum untuk mengajukan

permohonan pembatalan ke Badan Pertanahan Nasional berdasarkan putusan pengadilan tersebut dan pihak

ketiga yang beritikad buruk hanya dapat menuntut ganti kerugian kepada penjual yang tidak berhak.

......This study discusses legal protection to heirs and third parties due to the transfer of land rights based on

the grant deed that contains elements of forgery, namely forging the grantor's signature. The transfer of land

rights is a problem that often occurs by this study aims to analyze the transfer of land rights based on a grant

deed with the object of land rights jointly owned and transferred to a third party as a buyer. Thus, how is the

validity of the grant deed as a form of transfer of land rights made by falsifying the signature of the grantor

and how is the legal protection for the heirs and third parties due to legal actions based on a fake grant deed.

This research is normative juridical research using secondary data types. The study results include the

transfer of land rights that are jointly owned and must obtain approval from all holders as joint and binding

rights owners. The grant agreement must meet the legal requirements of a deal as regulated in Article 1320

of the Civil Code. If a deed is proven to be fake, then the legal consequences for subsequent legal events

based on the deed will be invalid and invalid and return to their original state before the issuance of the act.

As for the certificates issued based on the deed transfer of land rights, the heirs have given legal protection

to apply the cancellation to the National Land Agency based on the court's decision, and third parties with
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bad intentions can only claim compensation from the seller who is not entitled.


